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ABSTRAK

Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari
pemegang hakang lama kepada pemegang hakgybdaru.Hak Milik atas tanah
Yasanadalah bidandpidang tanah yang di kuasai berdasarkan bukti penguasaan

secara adatOleh sebab itu penulimme | akukan penelitian meng
Yuridis Pelaksanaan Peralihan Hak Tanah Yasan Yang Diperoleh Melalui
Pewari san (Studi di Kabupaten Semarang)

adalahUntuk mengetahupelaksanaaperalihan hak tanah yasan yang dgbeh
melalui pewarisan menurut hukum yang berlaku di Kabupaten Sematang
untuk mengetahui hambatatan solusidalam pelaksanaan peralihan hak tanah
yasan yang diperoleh melalui pewarisan di Kabupaten Semarang

Metode penelitian yang digunakan dalamrmegéian ini adalahyuridis
empiris penelitian dengan metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologi
hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam
masyarakatkhususnya dalam porses pelaksanaan peralihan hak tanah yasan
melalui pewarisan Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang
digunakan untuk melihat aspakpek hukum dalam intédsi sosial di dalam
masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkarbahwa Tinjauan Yuridis Pelakasanaan
Peralihan Hak Tanah YasanaM) Diperoleh Mlalui Pewarisan (Studi Di
Kabupaten Semarangydah sesuai dengan Unddumigdang PokokAgrariayang
berlaku, dalam pelaksanaan pewarisan tanah yaesdn di tuangkan dalam akta
PPAT yang akan menjadi dasar bagi pendaftarannya. Dibuktikkan dengan surat
keterangan wasiat dan di lengkapi dengan akta pembagian hak bersama.
Pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah yasan karena pewarisan dilaksanakan di
Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dengan melampirkansygaedtyang
sudah di tentukan. Hambatan yangadrjdalam peralihan hak atas tanah yasan
karena pewarisan Yyaitu presepsi masyarakat yang merasa enggan untuk
mendaftarkan tanahnya karena biaya yang menurut mereka cukup memberatkan
dan tekadang ada ahli waris yang leeadaannya tidak diketahu@leh kar@a itu
peranPemerintah diharapkan lebih aktif memberikan penyuluhan dalam rangka
menyadarkan masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya menjadi hak millik
untuk segera di daftarkaagarmendapatkaikepastian hukumUntuk ahli waris
yang tidak diketahukeberadaannya dapat dimohonkan penetapan dari Pengadilan
Negeri Kabupaten Semarang agar dapat dilakukan proses pewarisan

Kata kunci : Pelaksanaan.dpPalihanHak Tanah YasanPewarisan
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ABSTRACT

The transition of land rights is the transition from tbid rights holder to
the new rights holder. Ownership rights on Yasan land is a land area that
controlled based on proof of customary ownership. Therefore, the writer
conducted a study on "Juridical Review of the Implementation of Transitional
Land RightsObtained through Inheritance (Study in Semarang Regency)". The
purpose of this research is to find out the implementation of the transition of land
rights obtained through inheritance according to the laws that apply in Semarang
Regency and to find out tlebstacles and solutions in implementing the transition
of land right obtained through inheritance in Semarang Regency.

The research method used in this study is empirical juridical research with
the method of juridical empirical approach or legal sociglogA juridical
empirical approach is an approach by seeing something legal reality in society. A
legal sociology approach is an approach that is used to look at the legal aspects
of social interaction in society.

The results showed that the Juridical Rewv of the Transition of Land
Rights Obtained through Inheritance (Study in Semarang Regency) was in
accordance with the prevailing agrarian law, in the implementation of inheritance
of land needed to be stated in the PPAT deed which would be the basis for
registration. It is proven by a will and completed with a joint rights deed. The
registration of land rights due to inheritance is carried out in Semarang Regency
Land Office by attaching the conditions that have been determined. Obstacles that
occur in he transition of land rights due to inheritance are perceptions of people
who are reluctant to register their land because of the costs that they think are
quite burdensome and sometimes there are heirs whose residences are unknown.
Therefore, the role ahe Government is expected to be more active in providing
counseling in order to make people aware that they have not registered their land
to be the ownership rights that must be immediately registered, the agency will get
legal certainty. For heirs whoseesidences are unknown, a determination from
Semarang District Court can be requested so that the inheritance process can be
carried out.

Keywords Implementation, Transitioiasan Land Right, Inheritance
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia dengan total
luas negara 5.193.250 km2 (mencakup daratan dan lautan). Di Asia Tenggara,
Indonesia menempatkan dirinya sebagai negara terluas di Asia Tenggara.
Selaian menempatkan dirinya sebagalah satu negara terluas di dunia,
Indonesia juga menempatkan dirinya sebagai negara kepulauan terluas di
dunia. Oleh karena Indonesia adalah negara kepulauan, maka wilayah
Indonesia terdiri dari daratan dan laut&atu pertiga luas Indonesia adalah
daratan dan dua peg luas Indonesia adalah lautinas daratan Indonesia
adalah 1.919.440 km2 yang menempatkan Indonesia sebagai negara ke 15
terluas di duniaTanah selgai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan
sumber daya alam yang diperlukan manusiuk mencukupi kebutuhan,
baik yang langsung untuk kehidupannya seperti bercocok tanam atau tempat
tinggal?

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia,
Oleh karena itu semakin lama dirasakan seolah tanah menjadi sempit,
sedangkan permintaan tanah semakin bertambakebutuhan manusia

terhadap tanah semakin mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan

'Elza SyariefMenuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusttarfahan,
pertama (Jakarta : gramedia,2012), him.4



tempat tinggal atau rumah, maka timbullah kecenderungan untuk
meningkatkan harga tanah. Hal ini disebabkan selain bertambahnyd jumla
penduduk yang memerlukan tanah untuk tempat tinggal atau tempat
perumahan, juga dikarenakan kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial
budaya dan tehnologi yang menghadapi tersedianya akan tanah dalam jumlah
yang banyakArtinya bahwa tanah juga memilikiakhak yang terkandung
didalamnya, tanah juga mempunyai fungsi sosial, bahwa kegunaan dari tanah
lebih mengutamakan kepentingl@pentingan umum daripada kepentingan
individu. Hal ini dapat dilihat dalam Undatgndang nomor 5 tahun 1960
tentang PeraturaDasar PokokPokok Agraria disebut UUPA, dalam Pasal 6
di sebutkan fASemua hak ata’s tanah mempur
Penggunaan dan pemanfaatatanah tidak boleh merugikan
kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
yang menjadi lanasan konstitusional, yang menentukan bahwa:

66 bumi air dan kekayaan al am yan
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarnya

A A

kemakmuran rakyatdbo

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undaéhglang Dasar tahun 1945
tersebut pemertah menentukan Undangndang nomor 5 tahun 1960
tentang Petaran Dasar PokeRokok Agraria.Tanah mempunyai peranan
yang penting karena tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran,
dan kehidupan. Hal ini memberikan pengertian bahwa merupakan tenggu

jawab nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

’H.M.ARBA,SH.,MHumHukum Agaria Indonesia,(Jakarta: Sinar Grafika, 2015),
him.7



Dalamhk um t anah kat aipakaedalan atnyuridis, a n a h o
sebagai suatu pengertian yang telah dibatasan resmi oleh UUP®alam
Pasal 4 dinyatakan, bahwa atas dasar hakgogsai dari Negara ditentukan
adanya macarmacam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang
dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh oraramng. Dengan demikian
jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi (ayat
1). Sedangkn hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan
bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengashdiak
yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dinkafaa
Diberikannyadan dipunyainya tanah dengan Hadk tersebut tidak akan
bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan
bumi saja. Utuk keperluan apa pun tidak bisdak, pasti diperlukan juga
penggunaan sebagian tubuh bummyada dibawahnya dan air serta ruang
yang ada diatasnya. Oleh karena itu dalam ayat (2) dinyatakan bahvakhak
atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan
sebagian teéentu permukaan bumi yahge r sangkut an, yyang di s
tetap juga tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada
diatasnya’

Dengan demikian maka yang dipunyai dengan hak atas tanah itu

adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi.

®Boedi HarsonoHukum Agraria Indonesia:Sejarah Pembentukan Uneddngang
Pokok Agrarian, Isi dan &aksanaannyaJakarta:Djambatan, 2008), him.18



Tetapi wewenang menggunakan yang bersumber pakatersebut
diperluas hngga meliputi juga penggunaaebagian tubuh bunyang ada
dibawah tanah dan air serta ruang yang ada di atasopah bumi dan air
serta ruang yang dimaksudkan ini bukan kepunyaan pemegang hak atas tanah
yang bersangkutara harya diperbolehkan menggunakannya. Dan itu pun
ada batasnyaseperti yang dinyatakan dalamadal 4 ayat (2)fisekedar
diperlukan untuk kepentingan yang berlangsung berhubungan dengan
penggunaan tanah itu, dalam b&tasas menurutyndangUndang ini (yaitu
UUPA) dan peraturaperaturan lain yang lebih tinggi Sedalam berapa
tubuh bumi itu boleh digunakan dan setinggi berapa ruang yang ada diatasnya
boleh dgunakan, ditentukan oleh tujuan penggunaannya, dalam-iatizs
kewajaran, perhitungan teknis kemampudaaobuh buminya sendiri,
kemampuan pemegang haknya serta ketentuan pmTaterundang
Undangan yang bersangkutan.

Penggunaan tubuh bumi itu harus ada hubungannnya langsung dengan
gedung yang dibangun di atas tanah yang bersangkutan. Misalnya untuk
pemancangn tiangtiang pondasi, untukasementruang parkirdan lairlain
keperluan yang langsung berhubungan dengan pembangunan dan penggunaan
gedung yang dibangun.

Menurut UUPA hak atas tanah juga tidak meliputi pemilikan
kekayaan alam yang terkandung di daldaobuh bumi di bawahnya.

Dinyatakan dalam d&sal 8, bahwapengambilan kekayaan alam yang



terkandung dalam bumi, air dan ruang angkeeséu diatur. Dalam penjelasan
Pasal 8 disebutkan:
fikarena hathak atas tanah itu hanya memberi hak atas permukaan
bumi, m&a wewenangvewenang yang bersumber daripadanya
tidaklah mengenai kekaya&ekayaan alam yang terkandung dalam

tubuh bumi, air dan ruang angkasa. Oleh karena itu maka pengambilan
kekayaan yang dimaksudkan itu memerlukan pengaturan tergendiri

Dalam hukumtanah Negarflegara yag menggunakan apa yang
di sebut A A s,abangupam rddnetdnantam yang ada di a@s
merupakan satukast uan dengan t an adtaritamleyangpak an |
bersangkutan. Maka hak atasnda dengan sendirinya, karenakbmn,
meliputi juga pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah yang
dihaki, kecuali kalau ada kesaqatan lain dengan pihak yang membangun
atau menanamnya (Kitab Undabigdang Hukum Perdata Pasal 500 dan 57)
Perbuatan hukum mengenai tanah denganirseyal meliputi tanaman dan
bangunan, karena hukum meliputi juga tanaman dan bangunan yang ada di
atasnya.

Umumnya bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah adalah miik
yang empunya tanah. Tetapi Hukum Tanah kita menggunakan asas Hukum
Adat yang disebutisas pemisahan horizont@alam bahasa Belanda disebut:
fihorizontale scheiding. Bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian
dari tanahMaka hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan
bangunan dan tanaman yang ada di atasnya.

Perbuatan hkum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi

bangunan dan tanaman milik yang empunya tanah yang ada di atékaya.

“Ibid, Hm 19



perubahan hukumnya dimaksudkan meliputi juga bangunan dan tanamannya,
maka hal itu secara tegas harus dinyatakan dalam akta yangktikeb
dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan.

Pebuatan hukum yang dilakukanshimeliputi tanahnya saja. Atau
hanya meliputi bangunan dan/atau tanamansgga, yang kemudian
di b o n qdolabedaod) afau tetap berada dias tanah yang bersantg
( @dol ngebrengi). Perbuatan hukumnya pbisajuga meliputi tanah berikut
bangunan dan/atau tanaman keras yang ada di atasnya, dalam hal mana apa
yang dimaksudkan itu wajib secara tegas dinyatakan.

Dalam Pasal 19 UU no. 5 Tahun 1960 tentang Perafidasar Pokok
Pokok Agraria (Undanggndang Pokok Agraria atau disingkat UUPA)
dikatakan bahwa pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memeberikan
kepastian hukum dan yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah
memberikan kepastian hdilak atas tanah. Penda#arperalihan hak yang
diesbabkan oleh pewarisan, pemohon hanya cukup menyertakan bukti sebagai
ahli waris yang sah, yang kesemuanya tertuang dalam fatwa waris, mengapa
harus menyertakan bukti penunjukan sebagai ahli waris yang sah? Karena
ahli waris berhaks e ¢ a r anenggantikanfikedudukan hukum dari orang
yang meningagal dalam kedudukan hukum
Maka dengan sendirinya hak penguasaan atas tanah dan atau bangunan jatuh

secara otomatis pada ahli watis.

*lbid, him.20
®Hartono SoerjopratiknjoHukum Waris tanpa Wasiat(Yogyakarta:Andi Offset ,1982),
him. 1



Bagi masyarakat tanah memilikedudukan yag sentral, baik sebagai
tempattinggal atau sebagai sumber daya produkéeh sebab itu masalah
tanah selalu mendapat perhatian dan penanganan yang khusus. Pada era
pembangunan ini, bahwa pembangunarenjangkau berbagai macam
aktivitas dalammembangun manusia seutuhnya, yang sedikit atau banyak
akan berkaitan dengan tanah. Pembangursemdiri dalam upaya
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik untuk prasarana maupun
sarana, memerlukan tanah.Demikian pula seluruh lapisan masyaraat, dal
usaha meningkatkan kualitas hidupnya memerlukan tanah.

Secara akademis dapat dikemukakan bahwa penyebab terjadinya
konflik di bidang pertanahan antara lain adalah ketedam ketersediaan
tanah, praktikpraktik manipulasi dalam perolehan tanah padaaniak dan
di era reformasi muncul kembali gugatan, dualisme kewenangan -(pusat
daerah) tentang urusan pertanahan serta ketidakjelasan mengenai kedudukan
hak ulayat dan maayakat hukum adat dalam sistem Perundadndangan
agraria’

Berbagai kasus pertanahgang muncul saat ini menunjukkan betapa
masalah pertanahan menjadi priorithguk itu penulis memilih penulisan
hukum tentang Tinjauan YuridiBelaksanaarPeralihanHak Tanah Yasan

Yang Diperoleh Melalui Pewarisan.

7ninyasminelisasih.com, diakses pada tanggal 8 September 2018, pukul 15.15



B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar kekang di atas, maka penulis merumuskan

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peralihan hak tanayasan yang diperoleh melalui
pewarisarmenurut hukum yang berlakli Kabupaten Senmmang?

2. Apakah hambatahambaan dalamperalihan haktanahyasan yang
diperolehmelalui pewarisan di Kabupaten Semarang?

3. Bagaimana penyelesaian terhadmbatarperalihamak tanahyasan

yang diperoleh melalui pewarisan di Kabupaten Semarang?

C. Tujuan penelitian

Tujuan peneitian di harapkan dapat berguna :

1. Untuk mengetahupelaksanaaperalihan hakanahyasan yang diperoleh
melalui pewarisamenurut hukum yang berlakli Kabupaten Semarang

2. Untuk mengetahui apa saja hambatambaan dalam pelaksanaan
peralihamak tanatyasan yang diperoleh melalui pewarisan di Kabupaten
Semarang

3. Untuk mengetahui cara penyelesaian mabalterhadap hambatan
peralihamak tanatyasan yang diperoleh melalui pewarisan di Kabupaten

Semarang

D. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan badara

teoritis maupun praktis, yaitu :



1. Secaraeoritis dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan
dibidang hukum bagi penulis pembaca, dosemnaupun praktisi
hukum dalammemperjuangkan penegakan hukum tentang peralihan
hak tanah yasan yang diperoleh melalui pewarisan.

2. Secara praktis, diharapkadapat berguna pada pengaturan secara
langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam
mengambil kebijaksanaan yang lebih baik baghulis, pembaca,
dosen, maupun praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan
hukum darpihakpihak yang tetait tentang peralihan hak tanah yasan

yang diperoleh melalui pewarisan.

E. Terminologi

1. Tinjuan yuridis : menurut kamus besar Bahasa Indonesia,
pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa
(untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudahyetitki,
mempelajari, dan sebagainya). Manurut kamus hukum, kata yuridis
berasal dari kat&'uridischyang berarti menurut hukum atau dari segi
hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan
cermat, memeriksa (untuk memahami), suandangan atau pendapat
dari segi hukunf.

2. Peraliharhak ataganah : Peralihan hak atas tanah adalah
berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada

pemegang hak yamg bamenurut Risal 20UUPA, Hak Milik adalah

8suduthukum.com, diakses pada tanggal 17 agustus 2018 pukul 11.32



10

hak atas tanah yang turtemurun, artinya tidak tebatas jangkaktu
penguasaannya dan jika pemiliknya meninggal dunia akan dilanjutkan
oleh ahli warisnya. Selain dapatwariskan oleh ahli warisnya, Hak
Milik juga dapat dialihkan (dalam arti dipindahkan) kepada pihak lain,
misalnyamelalui juatbeli, tukarmenukar, hibah, hibah wasiat.

3. Tanah Yasan Tanah yasan adalah tanah milik perorangan menurut

hukum adat?
4. Pewarisan: prosedur pengalihan nama kepemilikan tanah dalam

sertifikat dari pewaris ke ahli wart$.

F. Metode Penelitian
1. PendekataRenelitian
Metode pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penelitian
ini yaitu metode yuridis empiris. Penelitian dengan metode pendekatan
yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat
sesuatu kenyataan hukum di dalanasyarakat. Pendekatan sosiologi
hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat-aspek
aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyatakat.
2. SpesifikasiPenelitian
Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan

dan penelitian lagngan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif

°Boedi HarsonoQp.Cit, him.145
°B.F. SihombigSejarah Hukum Tanah IndonesigJakarta Prenadamedia Group,
2018), him. 196

YFinansialku.com diakses pada tanggal 25 agustus 2018 pukul 20.20
127ainudin Ali, M.A MetodePenelitian Hukum (Jakarta Sinar Grafika, 2014), him.105
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analisis. Yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan
objeknya saja tetapi memberikan gabungan mengenai masalah yang
terjadi’®

3. Sumber data
Sumber data yang diperoleh dalam penelitian inileddalata

sekunder dan peimer.

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil studi atau
penelitian lapangan melalui wawancara yang dilakukan penulis

terhadap informan atau responden yang berkompeten.

b. Data sekunder adalah semua publikasi teptehukum yang
merupakan dokumen yang tidak resmirdiie atas :

1) bukubuku yang membicarakan suatu dan/atau beberapa
permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi
hukum,

2) kamuskamus hukum,

3) jurnakjurnal hukum, dan

4) komentarkomentar atas pusan hakint?

4. Alat Pengumpulan Data
Pengumpulan data diawali dengan kegigtanelusuran peraturan
PerundangJndangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum

yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang

13Ronny Hanitijo Soemitr, Metode Penelitian Prosedur Dan Strate@lakarta : sinar
Pagi, 1985), him.9
“Ibid,him.54
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dihadapi. Dalam proses arsm$i peraturan Perundatndangan lebih
banyak berupa tindakan penerapan kakkidah hukum terhadap fakta
fakta yang ada dalam perkara. Kemudian penelitian yang ke dua yaitu
penelitian lapangan yang dilakukan dengan teknik wawancara,
wawancara adalah swatcara yang digunakan oleh penulis untuk
mendapatkan informasi secara lisan dari seorang narasumber yang

berhubungan dengan penelitian.
5. Lokasi dan subyek penelitian

Lokasi penelitian :

a. Notaris Wahyu Ruijiati . SH., Mkn

b. Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
c. Kantor Kelurahan Bergder

Subyek penelitian

a. Marjamahke atas nama ahli waris Musripah

G. Sistematika Penelitian

BAB | . Pendahuluan berisi tentang latar belakangatar belakang
berisi tentang filosifis Indonesia, pengertian tanah secara
yuridis, masalba-masalah tentang tanah, Undddogdang yang
mengatur tentang tanah, perumusan masaf@rumusan
masalah berisi tentang masalahsalah apa saja yang ada
dalam pewarisan menurut hukum, tujuan penelitian, tujuan
penelitian berisi tentang apa tujuan dari akilkannya

penelitian tersebut, manfaat penelitian, manfaat penelitian



BAB I

BAB Il

BAB IV
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berisi tentang manfaat apa saja yang di dapat setelah
melakukan penelitian, metode penelitian, metode penelitian
berisi tentang metode apa saja yang digunakan dalam

penelitian, dan sisteatika penelitian.

Tinjauan pustaka, tinjauan pustaka berisi tentag pengertian

tanah, hak atas tanah, peralihan tanah, pewarisan.

Hasil penelitian dan pembahasan, hasi penelitian dan
pembahasan berisi tentang hasil penelitian dan pessha
yang terfokus pada tinjauan yurigielaksanaaperalihanhak
tanah yasanang diperoleh melalui pewarisamasalah yang
timbul dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah dan cara
penyelesaiannya.

Penutup pada bab ini diuraikan tentang kepulan dan saran
saran dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab

selanjutnya.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. PengertianTanah

Dal am hukum t anah dpaka dalas arth yutidss,n At an
sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan redmuUblBA. Dalam
Pasal 4 dinyatakan, bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan
adanya macarmacam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang
dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh oraragng. Dengan demikian
jelaslah, bahwa tanah dalarengertianyuridis adalah permukaan bumyat
(1).15

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengarhdiak
yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan.
Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan-thak tersebut tidak akan
bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan
bumi saja. Utuk keperluan apa pun tidak bisdak, pasti diperlukan juga
penggunaan sebagian tubuh bumigada dibawahnya dan air sertaang
yang ada diatasnya. Oleh karena itu dadgmat (2) dinyatakan bahwa kbkk
atas tanah bukan hanya memberikan wewenangan untuk mempergunakan
sebagian tertentu permukaan bumrmyp b er sangkutan,, yang d
tetapi juga tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada di

atasnya.

*Boedi HarsonoHukum Agraria Indonesia:Sejarah Pembentukan Uneidngang
Pokok Agrarian, Isi dan &aksanaannyaJakarta : Djambatan, 2008), him.18
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Dengan demikian maka yang dipunyai dengan hak atas tanah itu
adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari pemukaan Tetayi
wewenang menggunakan yang bersumber pada hak tersebut dipargges hi
mel i put i | u gebagipretubghdpunm yamga di Bawah tanah dan
arerta ruang VY anlgbuhabdna dad air serta auang yamg
dimaksudlan itu bukan kepunyaan pemegang hak atas tanah yang
bersangkutarla hanya diperbolehkan menggunakannya.

Dan itu pun ada batasnya seperti yang dakat dalam Pasal 4 ayat
(2) dengan kattata:

fisekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan

dengan penggunaan tanatu, dalam batagatas menurut Undang

Undaqg ini (yaitu;UUPA) dan peraturaperatuan lain yang lebih

tinggi.o

Sedangkanberapa tubuh bumi itu boleh digunakan dan setinggi
berapa ruang yang ada di atasnya boleh digunakan, ditentukan oleh tujuan
penggunaannya, dalam batsgtas kewajaran, pemegangkhga serta
ketentuan peraturan Perunddogdangan yang bersangkutan.

Pengguaan tubuh bumi itu harus ada hubungannya langsung dengan
gedung yang dibangun di atas tanah bersangkubdisalnya untuk
pemancangan tiaAgang pondasi, untukasementruang parkir dan laihain
keperluan yang langsung berhubungan dengan pembangunpergdgunaan

gedung yang dibangufi.

1bid, him18
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Menurut Kamus Bahasa Indonetsaah adalah:

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali;
2. Keadaan bumi di suatu tempat;

3. Permukaan bumi yang diberi batas;

4. Bahanbahan dari bumi, bumi sebagai bahan ats(pasir,

cadasnapal dan sebagainyH).
1. AsasAsas Umum Pertanahan
a. Asas Kenasionalan

Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari
seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Ini
menunjukkan bahwa tanah bagi bangsa Indanegmpunyai sifat
komunalistik,artinya semua tanah yang ada dalam wilayah Negara
Republik Indonesia merupakan tanah bersama raykat Indonesia,
yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

Asas kenasoinalan ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1), (2), dan
(3) UUPA, yatu :

1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari
seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa
Indonesia.

2) Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, yang terkandung
didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sehingga

karunia Tuhan Yang M&a Esa adalah bumi, air dan nga

"Kamus Bahasa Indonesi@lakarta : Pusat Bahasa, 2008), him. 1433
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angkasa bangsa Indonesidan merupakan kekayaan
Nasional.

3) Hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan
ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) Pasal ini adalah
hubungan yang bersifat abadi.

Tanah yang ada dalam wyh Negara Indonesimenjadi
hak bagi bangsa Indonesia, jadi tidak sermadda menjad hak
pemiliknya saja. Demikian pula tanah di daedaerah dan pulau
pulau tidaklah sematmata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau
pulau yang bersanngkutan saja.

b. Asas Pada Tingkatan drtinggi, Bumi, Air, Ruang Angkasd)an
Kekayaan Alam Yang drkandung Didalamnya Dikuasai @h
Negara

Asas ini dapat dilihat dalam pasal 2 ayat (1) UUPA yang
menyatakan bahwa :

flatas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang

Undang Dasar dan hahal yang dimaksud dalam Pasal 1,

bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung didaimnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai
oleh Negara sebagai kelgzan organisasi seluruh rakyat

Atas dasar hak menguasai darigdea tersebut, Negara dapat
memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan

suatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya Hak

Milik, hak guna Usaha, hak Guna Bangunatgu hak Pakai, atau
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memberikannya dalam pengelolaan kepada suatiarb@enguasa
untuk digunakan bagi pelaksanaan tugasnya mamsaging.
Asas Mengutamakan Kepentingan NasionalarD NegaraYang
Berdasarkan Atas Persatuan Bangsa Dari Kepentingan Perseorangan
Atau Golongan
Asas ini dapatitihat dalam Pasal 3 UUPA, yaitu
fidengan mengingat ketentuiatentuan dalam Pasal 1 dan
Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat danlmek yang serupa itu
dari masyarakatasyarakat hukum adat, sepanjang menurut
kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga
sesuai dengan kepentingan nasio dan Negara, yang
berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh
bertentangan dengan Undadgdang dan Peraturan yang
| ebi h tinggi. o
AsasSemua Hak Atas Tanah Mempunyai Fungssi&l
Asas semua hak atas tanah mempunfimgsi sosial
ditemukan dalan Pasal 6 UUPA, yaitu seinua hak atatanah
mempunyai fungsi sois a. Hak atas tanah mempunyai fungsi sosial
tidak hanya berupa hak milik, akan tetapi juga Hak Guseha, Hak
Guna Bangunan, HaRakai, dan Hak Sewa Untuk Baman.
Hak atas tanah apapunngpada pada seseorang, atau badan
hukum tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu digunakan

(atau tidak digunakgnsematamata untuk kepentingan pribadinya,

apalagi jika hal itu merugikan masyarakat.
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e. AsasHanya Warga Negara Indonesdang Mempunyai Hia Milik
Atas Tanah

Prinsip ini menegaskan bahwa hanya warga Negara
Indonesia yang berkedudukan sebagai subyek hak i@ildag yang
berkewarganegaraan Indonedissamping juga berkewarganegaraan
asing tidak dapat mempunyai tanah hak milik. Orang agarng
berkedudukan di Indonesia tidak dapat mempunyai tanah yang
berstatus hak milik, melainkan hanya dapat menguasai tanah yang
berstatus hak pakai dan hak sewntuk bangunan dengan j&ag
waktuyang terbatas.

Asas hanya warga Negara Indonesia yang mempurajai
milik atas tanah ditemukadalam Pasal 9 ayat (1) UUPA, iia:
fihanya warga Negara Indonesia mempunyai hubungan sepenuhnya
dengan bumi, air, dang ruang angkasa, dalam -batasketentuan
Pasal 1 d Asas inPjags dapat Kta temukan dal®asal
21 ayat 1 UUPA, vyaitu haflya warga Negara Indesia yang
mempunyai .hak mili ko

f. AsasPersamaan&)i Setiap WArga Negara Indonesia

Asas ini menetapkan bahwa warga Negara Indonesia baik

laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama

untuk menperoleh hak as tanah.
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Asas ini ditemukan dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA yaitu :
fitiap-tiap warga Negara Indonesia, baik ek maupun
wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk
memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat
manfaat dan hasia, baik bagi diri sendiri maupun
keluar@ ny a o .

g. AsasTanah Pertanian Harus Dikerjakan Atau Diusahakan Secara
Aktif Oleh Pemiliknya Sendiri Dan Mencegah C&ara Yang
Bersifat Rmerasan

Prinsip ini menegaskan bahwa siapapun yang mempunyai
hak atas tanahuntuk kepentingan wajib mengerjakan atau
mengusahakan sendiri tanah pertaniannya secara aktif dan dalam
mengerjakan atau mengusahakan tanah pertanian tersebut harus
dicegah carzara yang bersifgiemerasan.

Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 10 ayat (P4, yaitu:

fisetiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu
hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan
mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan
mencegahcaraar a pemer asan. o0

h. AsasPemisahal drizontal

Asas pemisahan horiztah ditemukan dalam Pasal 44 ayat
(1) UUPA, yaitu :

fiseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas

tanah, apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain
untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada

pemiliknya, gjumlah uang sebagai uasge wa . 0

Implementasi dari asas pemisahan horizontal adalah hak

sewa untuk bangunan, yaitu seorang atau badan hukum menyewa
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tanah hak milik orang yang kosong atau tidak ada bangunannya
dengan membayar sejumlah uang sebagai uang sewa yang besarnya
di tetapka atas dasar kesepakatan, untuk jangka waktu tertentu, dan
penyewa diberi hak mendirikan bangunan yang digunakan untuk

jangka waktu tertentu yardisepakati kedua belah pihEk

2. Pengertian HakAtas Tanah

Hak atas tanah adalah hak yang meinbegwenang kepad
pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengawautidat dari
tanah yang menjadi haknfae r k at aan A rmemgagndungh a k an o
pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan mendirikan
bangunan (noper t ani an) , sedangkan perkataan
mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan bukan
mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertapeaikanan,
peternakan, dan perkebun@n.

Tanah yasan adalah tanah milik perorangan menurut hukum
adat’® dalam Rsal 20 ayat (1) UUR hak milik adalah hak atas tanah
turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanabh.
Dengan mengingat ketentuan padesd 6 UUPA (semua hak atas tanah
mempunyai fungsi sosial). Jadi dapat disimpulkan bahwa hak milik

mempunyai unsunsur :

18Supardi,Hukum Agraria (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), him. 53
YUrip SantospOp.Cit him.25

?9B.F. SihombingSejarah Hukum Tanah Indones{dakartaPrenadamedia Group
2018), him. 96
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a. Terkuat : menunjuk jangka waktunya (jangka waktu tidak
ditentukan)

b. Terpenuh : menunjuk luas wewenangnya dalam menggunakan
tanah tersebut (wewenangnya tidak dibatasi)

c. Turun temurun : artinya dapat diwariskan atau dapat dipindahkan
dari satu genesike generasi berikutnya.

Hak atas tanah disebutkan dalaas& 4 ayat (1JYUPA diperinci
macamnya dalamdgal 16 ayat (1) UUPA daraPRal 53 ayat (1) UUPA.
Pasal 16 ayat (1) UUPA menetapkan macam hak atas tanah, yaitu :

a. Hak Milik
Hak Milik adalah hak twuntemurun, terkuat dan terpenuh
yangdapat dipunyai orang atas tanah.
b. Hak Guna Usaha
Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang
dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu paling &ima
tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25rtajuna perusahaan
pertanian, perikanan atau peternakan.
c. Hak Guna Bangunan
Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan
mempunyai bangunamangunan atas tanah yang bukan miliknya
sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat

diperpanjangintuk jangka waktu paling lama 20 tahun.

#Boedi HarsonpOp.Cit him.145
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d. Hak Pakai
Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik
orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan
dalam keputusanpemberiannya oleh pejabat yang berwenang
memberikannya atau dalam perjanjian sewa menyewa atau perjanjian
pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa
dan ketentuaketentuan Pasal 41 Ayat (1) UUBA.
e. Hak Sewa Untuk Bangunan
Hak Seva Untuk Bangunan adalah seseorang atau badan
hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila berhak
mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan
dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa.
f. Hak Membuka Tanah
Hak Membuka Tanah adalaimk yang dimiliki oleh warga
negara Indonesia untuk membuka late@mah yang diatur berdasarkan
Peraturan @merintah.
g. Hak Memungut Hasil Hutan
Hak Memungut Hasil Hutan adalah hak yang dimiliki oleh
warga negara Indonesia untuk memungut hasil hutan buronésih

yang diatur bedasarkan Peraturareferintatf>

?Jrip SantospOp.Cit,him.25
23UndangUndangNo.S tahun 1960 tentang Peraturan Dasar P&laltok Agraria
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3. Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 1997, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan datur,te
meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar,
mengenai bidangidang tanah dan satuaatuan rumah susun, termasuk
pemberian surat tanda bukti haknya bagabgbidang tanah yang sudah
ada haknya dan hak milik atas suatu rumah susun serfaakatertentu
yang membebaninyg® Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam
masyarakat modern merupakan tugas Negara yang dilaksanakan oleh
Pemerintah bagi kepentingan rakydalam rangkanemberikan jaminan
kepastian hkum di bidang pertanaharSebagan kegiatanya yang
berupa pengumpulan datisik tanah yang haknya didaftar, dapat
ditugaskan kepada swasta. @t untuk memperoleh kekuatan kiom,
hasilnya memerlukan pengésen Pejabat Pendaftaran yang berwenang,
kerena akan digunakan sebagai dbatiti.

Katak at a fr an g kmaanguk kepadagadaayia henbagai
kegiatan dalam penyelenggraan pendaftaran tanah, yang berkaitan satu
dengan yang lain, Iberutan menjadi satu dsatuan rangkaian g
bermuara pada tersedianya dayang diperlukan dalam rangka

memberikan jaminan kepastiankoun di bidang pertanahan bagi rakyat.

**Urip SantosoQp.Cit, him.136
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Katak at a -md rearumenonjuk kepada pelaksanaan
kegiatan, yang sekali dutai tidak aka ada akhinya. Data yang sudah
terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan
dengan perubahgrerubahan yang terjadi kemudian, hingga tetap sesuai
dengan keadaan yang terakhir.

Kat a A t menugukkar bahwa semua kegiatan harus
berlandakan peraturan Perundatfpdangan yang sesuai, karena
hasilnya akanmerupakan data bukti menurut kum, biarpun daya
kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum reggaza
yang menykenggarakan pendaftaran tanah.

Datayang dihimpun pada dasiya meliputi 2 bidang, yaitu

a. Data fisik mengenai tanaka :lokasinya, batabatasnya, luasnya
bangunan dan tanaman yang ada di atasnya;

b. Data yuridis mengenai haknydaknya apa, siapa pemegang
haknya, ada atau tidak adanya hak pihak%ain.

Tujuan pendaft@n tanah dimuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4
Peraturan Pemitah No. 24 Tahun 1997, adalah

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum
kepada pemegang hakastsuatu bidang tanah, satuan rumah
susun dan hakak lain yang terdaftar agar dengandal dapat

membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

2258 pedi HarsonoQp.Cit, him.72
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b. Untuk meryediakan informasi kepada pihakhak yang
berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan
hukum mengenaiidangbidang tananh dan satuaatuan rumah
susun yang sudah terdaftar.

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

4. Peralihan Hak Atas Tanah

Menurut Risal 20 UUPA, hak milik adalah hak atas tanah yang
turuntemurun, artinya tidak tebatas jangkaaktu penguasaannya dan
jika pemiliknya meninggal dunia akan dilanjutkan oleh ahli warisnya.
Selain dapat diwarisileh ahli warisnya, hak milik juga dapat dialihkan
(dalam arti dipindahkan) kepada pihak lain, misalnya melaluijah)
tukarmenukar, hieh, hibah wasiat, pemasukan dalam perusafiaan.

UndangUndang No.5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 40
Tahun 1996, dan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 menyebutkan
bahwa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak
Pakai atas tanah dapaérblih dan dialihkan kepada pihak lain, akan
tetapi tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud beralih dan
dialihkan. Boedi Harsono memberikan pengertian beralih dan dialihkan,

yaitu:

%6 Boedi HarsonpLoc.Cit
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a. Beralih
Beralih menunjukan pada berpindahnya hak atas tanah
kepada pihak lain karena pemegang haknya meninggal dunia.
Peralihan hak atas tanah di sini terjadi karena hukum, artinya dengan
meninggalnya pemegang hak atas tanah, maka ahli warisnya
memperoleh hak atas tanah tersebut.
b. Dialihkan
Dialihkan menunjuk pada berglahnya hak atas tanah
kepada pihak lain karena perbuatan yang sengaja dilakukan dengan
tujuan agar pihak lain tersebut memperoleh hak itu. Adapun
perbuatan hukum itu biasberupa jual beli, tukanenukar, hibah,
hibah wasiat atau pemberian dengan wéa$iat.

Hak atas tanah yang dapat beralih dan dialihkan oleh
pemegang haknya kepada pihak lain tanpa persyaratan tertentu,
adalah:

1) Hak Milik;
2) Hak Guna Usaha,;

3) Hak Guna Bangunan atas tanah negara

Hak atas tanah yang dapat beralih ddialihkan, oleh
pemegang hakny&epada pihak lain dengan persyaratan tertentu,

adalah:

?"Urip SantospOp. Cit,him.399
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2)

3)

4)

5)

6)
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Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan dengan
persetujuan tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan;

Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik dengan
persetujuan tertulis dari pemilik tanah;

Hak Pakaiatas tanah Hak Pengelolaan dengan izin dari
pejabat yang berwenang

Hak Pakai atas tanah Hak Milik dengan persetujuan tertulis
dari pemegang Hak Pengelolaan;

Hak Pakai atas tanah Hak Milik dengan persetujuan tetulis
dari pemilik tanah;

Hak Sewa Untuk Bangam dengan persetujuan tertulis dari
pemilik tanah.

Ada hak atas tanah yang tidak dapat dialihkan dalam bentuk

apa pun oleh pemegang haknya kepada pihak lain, yaitu Hak Pakai

atas tanah yang dikuasai oleh:

1)
2)

3)

4)

5)

Lembaga Negara;

Departemen dan Lembaga Pemerintalan-Depatemen;
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
Pemerintah Desa,;

Perwakilan negara asing dan perwakilan bddgernasional,

Badan keagamaan dan badan sosial.

Peralihan hak atas tanah, baik yang berbentuk beralih dan

dialihkan dapat tgadi apabila memenuhi syarat materiel, yaitu:
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1) Syarat materiidalam pewarisan tanah adalah ahli waris harus
memenuhi syarat sebagai subyek hak atas tanah yang menjadi
objek pewarisan

2) Syarat formil dalam pelihan h& atas tanah karena
pewarig@n adalah hass dibuktikan deran surat keterangan

kematian pewaris dan surat keterangan sebagai ahlii¥aris.

B. Pengertian Pewarisan

Yang di maksudk adalahippgraihvaa hak yaaq terjadi
karena hukum dengan meninggalnya pewaris. Pewarisan yang dimaksud di
sini adalah pewarisan hak atas tanah. Dalam praktik disebut pewarisan tanah.
Secara yuridis, yang diwariskan adalah hak atas tanah bukan tanahnya.
Memang benar bahwa tujuan pewarisan hak #anah adalah supaya ahli
warisnya dapa secara sah menguasai dan ggemakan tanah yang
bersangkutan. Perolehan Hak Milik atas tanah dapat juga terjadi karena
pewarisan dari pemilik kepada ahli waris sesuaigdanPasal 26 UUPA.
Pewarisan deagt terjadi karena ketentuan Undadgdang ataupun karena
wasiat dari orang yang masiatkarf’

Peralihan hla atas tanah dari pemegang haknya kepada pihak lain
dapat terjadi karena peristiwa hukum, yaiteninggal duniannya pemegang
hakatas tanah, di sini peralihan haknya terjadi melalui pewarisan, atau karena

suatu perbuatan hukum yandp#tukan oleh pemegang hak atas tadahgan

**Ibid, him.402
#Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannijakarta : Sinar Grafika,
2007), him.101
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pihak lain, yaitu berupa jual beli, tukerenukar, hibah, pemasukan dalam
modal perusahaan, lelang. Yang dimaksud pewarisak ladalah
berpindahnya Haatas tanah dari pemegang haknya sebagai pewaris kepada
pihak lain sebagaahli waris karena pemegangKadas tanahmaka h& atas

tanah tersebut berpindah kepada ahli warisnya.

Kalau seseorang meninggal dunia yang meygalkan harta warisan
berupa hk atas tanah, maka harta warisan tersebut jatuh kepada ahli
warisya. Jatuhnya harta warisan dari pemegang hak atas tanah kepada ahli
waris bukan karena suatu perbuatan hukum, melainkan berpindahnya karena
peristiwa hukum.

Syarat sahnya pewarisankiagas tanah untuk kepentingan pendaftaran
peralihan haknya ada dua yaitu

a. Syarat materiil
Ahli waris harus memenuhi syarat sebggamegang (subjek)
hak dari h& atas tanalyang menjadi ojek pewarisanUraian tentang
syarat materiil dalam pewarisan hak atas tanapad dijelaskan
sebagai berikut
1) Kalau objek pewarisan tanaérsebut berupa Hak Milik, maka
pihak yang dapat menjadi ahli warisnya adalah perseorangan
warga Negara Indonesia
2) Kalau objek pewarisan tanah tersebut berupa Hak Guna Usaha,
maka pihak yang dapat menjadi ahli warisnya adalah

perseorangan warga Negara Indsia.
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3) Kalau objek pewarisan tanah tersebut berupa Hak Guna
Bangunan, maka pihak yang dapat menjadi ahli warisnya
adalah perseorangan wafgagara Indonesia.

4) Kalau objek pewarisan tanah tersebut berupa Hak Pakai, maka
pihak yang dapat menjadi ahli warishgdalah perseorangan
warga Negara Indonesiagnseorangan warga Negara asing
yang berkedudukan di Indonesia.

Kalau seseorang yang warga Negara Indonesia mendapatkan
warisan berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, atau Hak Guna
Bangunan, kemudian menjadi wafgagaraasing, maka dalam waktu
satu tahun sejak seseorang tersebut melepaskan kewarganegaraan
Indonesianya wajib melepaskan atau mengalihkan Hak Milik, Hak
Guna Usaha, atau Hak Guna Bangunannya kepada pihak lain yang
memenuhi syarat sebagai subjek Hak KlilHak Guna Usaha, atau
Hak Guna Bangunan. Kalau dalam waktu satu tahun tidak dilepaskan
atau dialihkan kepada pihak lain, maka Hak Milik, Hak Guna
Bangunan, atau Hak Guna Usaha tersebut menjadi hapus dan tanahnya
kembali menjadi tanah yang dikuasai oledgara.

Syarat formii

Dalam rangka pendaftaramnalihan hak, maka pewarisankha

atas tanah harus dibuktikan dengan surat keterangan kematian pewaris

dan surat keterangan sebagai ahli waris.
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Peralihan hak atas tan&hrena pewarisan dari pemegarak h
sebagapewaris kepada ahli waris secara yuridis terjadi sejak pewaris
meninggal dunia, namun secara administrasi ahli waris mempunyai
kewajiban untuk mendaftarkan pewarisan tersebut kepada Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dilakukan perubahan
namapemegang hak dadtas nama pewaris menjadi atas nama ahli
waris. Maksud pendaftaran peralihan hak karena pewarisan tersebut
adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada ahli
waris dan demi tertib administrasi pertanahan agar data fisik dan da
yuridis yang disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir.
Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan yang diajukan

dalam waktu enam bulan sejak tanggal meninggalnya pettaris.

1. Dalam hukum waris perdata berlaku beberapaasas yaitu :

a. Hanyalahhakhak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan
harta benda yang dapat diwariskan.

b. Adanya saisine bagi ahli waris, yaitu sekalian ahli waris dengan
sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas
segala barang, dan segala hak seztzla kewajiban dari seorang
yang meninggal.

c. Asas kematian, yaitu pewsan hanya bisa terjadi kagen

meninggalnya pewaris.

*Urip SantosoOp. Cit him. 396
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d. Asas individual, yaitu ahli waris perorangan, secar prilbaeinjadi
ahli waris bukan kelompok ahli waris.

e. Asas bilateral, yaitu seorang bisa mewarisi hart@arisan dari
pihak ayah maupun pihak ibu.

f. Asas penderatan, yaitu ahli waris yang derajatnya lebih dekat maka

akan menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh dari peWaris.

2. Subyek yang terkait dengan pewarisan:

Dalam penetian ini penulis mengambil beberapa contoh kasus
tentang pewarisan, peneliti mengambil cotoh kasus tanah yasan
diantaranya adalah kasus pdrah hak pewarisan C desa no.879, persil
52b kelas 1lI/D, luas 226 m? di desa Bergaslor Kecamatan Bergas
KabupatenSemarang, atas m& Marjamahke atas nama ahli waris

Musripah.

3. Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan
Dalam perolehan hak atas tanah ada beberapa prosedur perolehan
hak atas tanah mealpéwarisaryaitu;
a. Ahli waris atau pemohon pendaftaran tanah merigay
permohonan pendaftaran hak atas tanah melalui pewarisan kepada
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah
kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.

Dalam pendaftaran tanah ini disertakan oleh pemohon berupa:

¥ 0emarsalimDasarDasar Hukum Waris di IndonesiéJakarta: Rineka Cipta, 2006),
him.141
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1) Surat keterangan kematigemilik tanah atau pemegang hak
atas tanah sebagai pewaris yang diterbitkan oleh instasi yang
berwenang;

2) Surat keterangan sebagai ahli waris yang diterbitkan oleh
instasi yang berwenang;

3) Bukti identitas dii (KTP) para ahli waris yang masih berlaku;

4) Sertifikat hak atas tanah yang menjadi objek pewarisan;

5) Akta Pembagian Harta Bersama yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang apabila ada
pembagian harta warisan.

b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah
kerjanya meliputi leiak tanah yang bersangkutan melakukan
perubahan nama pemegang hak atas tanah dalam sertifikat hak
atas tanah dari atas nama pewaris menjadi atas nama ahli waris;

c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah
kerjanya meliputi letak tanah yang berdamgn menyerahkan
sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan kepada pemohon
pendaftaran tanah melalui pewarigan.

Berpindahnya hak atas tanah melalui pewarisan diperlukan surat

keterangan kematian pemegang hak atas tanah yang dibuat oleh instansi
yang bewenang, surat keterangan sebagai ahli waris yang dibuat oleh

instansi yang berwenang, kartu tanda penduduk (KTP) ahli waris yang

*Ibid, him.136
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masih berlaku, sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Ahli waris

mendaftarkan pewarisan hak atas tanah kepada KepaldaorKan

Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah

yang bersangkutan dengan maksud dilakukan perubahan neregarey

hak atas tanah daatas nhama pewaris menjadi atas nama ahli waris.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pewarisan Tanah
Kata waris berasal dari bahasa Arab yarmarasayurisu-warisan
yang berarti berpindahnya harta seseorang kepada seseorang setelah
meninggal dunia. Adapun dalaf-Quran ditemukan banyak kata warasa
yang berarti menggantikan kedudukan, memberi atau mengahkger dan
menerima warisan. Sedangkafl-Miras menurut istilah ulamaialah
berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada abhli
warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah,
atau apa saja yang berupa hak milikeldg s ec &r a syar 6
Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat d&k@uran,

lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak
ditentukan. Oleh karena itu hukum ini dinamakan dengan faraid. Kewarisan
(al-miras) yang disebufaraid berarti bagian tertentu dari harta warisan
sebagaimana telah diatur dalaihQuran dan Al-Hadits Jadi, pewarisan
adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang
telah meninggal dunia terhadap oraoxgng yang masih hidup demga

bagianbagian yang telah ditetapkan.

*HabiburrahmanRekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indong&lakarta: Kencana,
2011),him.17
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Kewarisan Islam memiliki sumbesumber hukum yang menjadi dalil
atau dasar sebagai penguat hukum kewarisan tersebut. Diantara -sumber
sumber hukum kewarisan dalam Islam tkaanya adalah, sebagai berikut
a. Dalil-dalil yang bersumber dafil-Qurart
b. Dalil-dalil yang bersumber dafis-Sunnah
b. Dalil-dalil yang bersumber dai ijmadé dan.ijtihad par
Dasar hukum bagi kewarisan adalah nash atau apa yang ada didalam

Al-Quran dan As-Sunnah Ayatayat Al-Quran yang mengatr secara

langsung tentang waris diantaranya adalah:

1. Dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran Surat An-Nisaa ayat 7
L o //}, e *s . //* /:'w‘, ,: P
PHaales L, SNt G A5 2 CanarJle A
)’/’ ;,}" "f./""‘
L,a)_,uL..u,a.: ymuyﬁy FRINUAL
Artinya: 0 B a g i-lakil adak hak bagian dari harta peninggalan- ibu
bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak dan bagian

(pula) dari larta peninggalan ibbhapak dan kerabatnya, baik
sedikit atau banyak menuriadi an yang t &l ah dite

Garis hukum kewarisapada ayat diatas (QAh-Nisaa: 7) adalah
sebagai berikut:
a. Bagi anak lakiaki ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu

bapaknya.

¥yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafs@ &lr 6(aFQurt dan dan
Terjemahannya, Depag RI, 1986)n.78



37

b. Bagi agrabun (keluarga dekat) ld&ki ada bagian warisadari
harta peninggalan agrabukeluarga dekat yancaKi-laki atau
perempuannya).

c. Bagi anak perempuan ada bagian warisan data lmaninggalan
ibu bapaknya.

d. Bagi agrabn (keluarga dekafperempuan ada bagian warisan dari
harta pemggalan agralbu (keluarga dekat yantaki-laki atau
perempuannya).

e. Ahli waris itu ada yang menerima warisan sedikit, dan ada pula
yang banyak. Pembagigembagian itu ditentukan oleh Allah

SWT>®

Kemudian dalam ayat selanjutnya suratAn-Nisaa ayat 8 :
A T A ,,4”;}}.:' I S
re=Z 50 idVs o Rl ol A Zall 52 151
{)9{;,{,}/#)4/}3‘ )I&u{'pd‘{
@ (557" 30 224 Pcry s 2920

Artinya;: cdan apabila sewaktu pembagian it
dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu

% 3ajuti Thalib,Hukum Kewarisan Islam didonesia (Jakarta Bina Aksara, 1981),
him.7
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Artinya : Allah mensyamtkan bagimu tentang (pembagian pusaka

untuk) anakanakmu. Yaitu: bgian seorag anak lelaki sama

dengan bagn dua orang anak perempuan; dan jika anak itu
semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu
seorang saja, maka memperoleh separo harta. Dan untuk dua
orang ibubapa, bagi masinmasingnya seperenam dari harta
yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak;
jlka orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia

diwarisi oleh ibubapanya (saja), maka ibgamn mendapat

sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa
saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia
buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang
tuamu dan anaknaknmu, kamu tidak mengetahui siapa di
antara merekayang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.
Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui lagi Maha Bijaksaria.

®bid, him.116
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2. Prinsip-Prinsip Kewarisan Dalam Islam

Sebagai sumber hukum aganyang uamanya bersumber dari
Wahyu Allah SWT yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW,
hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa
hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal
manusia. Disamping itu, hukum kewarisan Islaga mempunyai corak
tersendiri yang membedakannya dengan hukum kewarisan lain. Berbagai
asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum
kewarisan Islam itu. Adapun mengenai priRgimsip kewarisan Islam
yaitu >’

Prinsip ijbari, yaitu bahwaperalihan harta seseorang yang telah
meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya.
Pewaris harus memberikan 2/3 tirkahnya kepada ahli waris, sedangkan
1/3 lainnya pewaris dapat berwasiat untuk memberikan harta waris
tersebut kepada apa yang dikehendakinya yang disebut sebagai
tagarrub. Ahli waris tidak boleh menolak warisan, karena ahli waris tidak
akan diwajibkan untuk membayar hutang pewaris apabila harta pewaris
tidak cukup untuk melunabutanghutangnya.

Prinsip bilateral, yait bahwa lakiaki maupun perempuan dapat
mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan, atau dengan kata lain
jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau

diwarisi. Prinsip ini terdapat dalam surat-Nisaa ayat 7, 11, 12 dan 176

3" Amir Syarifuddin,Hukum Kewarisan Islap{Jakarta: Kencana, 2008), him.13
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yang t@as mengatakan bahwa hak kewarisan dalam seseorang menerima
harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia bisa diperoleh dari
dua sumber yaitu dari sumber garis keturunan bapak dan bisa juga dari
garis keturunan ibunya. Atas dasar tersebut maka pamnatiarta pewaris

yang dianggap memenuhi rasa keadilan adalah memberikan harta
pewaris kepada keluarganya yang paling dekat. Keluarga pewaris yang
paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris, tanpa
mengkesampingkan suami atau iistang merupakan gsanganhidup
pewaris sekaligus sebagai kongsi dalam mencari kebutuhan hidup
bersama.

Prinsip individual yaitu bahwa harta warisan dapat ditagikan
kepada ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Setiap ahli waris
berhak atas bagian yang didapat tanpa tergantung dan terikat dengan
ahli waris lainnya. Hal ini didasarkan dalam ketentuan bahwa setiap
Insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan
menjalankan kewajibannya.

Prinsip keadilan berimbang yaitu keseimbangan antaradhak
kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan
dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut, terlihat prinsip keadilan
dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar
dapat dikatakan bahwa perbeda&aki-laki atau rempuan tidak

menentukan hak kewarisan dalam Islam.
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Prinsip kewarisan hanya karena kematian, yaitu bahwa peralihan
harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan berlaku
setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Dengan demikian tidak
ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Prinsip
kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas ijbari
yang disebutkan sebelumnya. Apabila seseorang telah memenuhi syarat
sebagai subjek hukum pada hakikatnya ia dapat bertindakaskatinya
terhadap seluruh kekayaanya. Akan tetapi, kebebasan itu hanya ada pada
waktu ia masih hidup.

Rukun Dan Syarat-Syarat Kewarisan Islam

Rukun Waris Untuk terjadinya sebuah pewarisan harta, maka
harus terpenuhi rukurukun waris. Bila ada saladatudari rukurrukun
tersebut idak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan. Menurut hukum
Islam, rukunrukun kewarisan itu ada tiga, yang pertama :

a. Muwarris, menurut hukum Islam muwarris (pewaris) adalah
orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalleta h
warisan untuk dibagbagikan pengalihannya kepada para ahli
waris.

b. Al-waris (ahli wari$, menurut hukum Islam Alaris adalah
orangorang Yyang berhak mendapatkan harta peninggalan
pewaris, baik disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan
jalan nasabatau pernikahan, maupun sebab hubungan hak

perwalian dengan muwartris.
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c. Mauruus (harta waris), emurut hukum Islam, maurauadalah
harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diwarisi
oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan,
melunasi hutandhutang dan melaksanakan wasiat. Harta
peninggalan ini disebut oleh para faradhiyun disebut juga dengan
tirkah*®
SyaratSyarat Kewarisan dalam Islam vyaitu Syaratsyarat

mewarisi menurut hukum Islam adalah masalah waris mewarisi akan
terjadi apabta dipenuhinya syaragyarat mewarisi. Adapun syaistarat
mewarisi ada tiga, yaitu

a. Meninggalnya mwarris, meninggalnya pewaris mutlak harus
diperuhi, jadi sesorang disebut muwas apabila orang tersebut
telah meningal dunia. Adapun kematia€muwaris dibagi
menjad tiga, yang pertama, matiaqiqi (mati sejati), kedua, mati
hukmi (menurut putusarnakim), ketiga, mattaqdiri (menurut
dugaan).

b. Hidupnya ahli waris, hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi,
seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika thasih hidup
ketika pewaris meninggal dunia. Dimana ahli waris merupakan
pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh

pewaris. Perpindahan hak tersebut, diperoleh melalui jalan

ratchur Rahmarlmu Waris (Bandung Al-Ma 6 ar i f , 1975) , hl m. 36
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kewarisan, oleh karena itu, setelah pewaris meninggal dunia, ahli
warisnya harus bendenar hidup.

c. Mengetahui status kewarisan, dalam hal kewarisan agar seseorang
dapat mewarisi harta orang meninggal dunia, maka haruslah jelas
hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan sisémmi
hubungan orang tua dan anak, dambungan saudara baik

sekandung, sebapak, maupun seibu

4. Sebab Penghalang Mendapatkan Warisan

Sebabsebab mendapatkan harta wariMenurut Islam,
mempusakai ataumewarisi itu berfungsi menggantikan kedudukan
pewaris dalam memiliki dan memanfaatkan harta myiik Bijaksana
sekali sekiranya kalau penggantian ini dipercayakan kepada-orang
yang banyak memberi bantuan, pertolongan, pelayanan, pertimbangan
dalam kehidupan berumah tangga dan mencurahkan tenaga dan harta
demi pendidikan putrautrinya, sepertsuami istri. Atau dipercayakan
kepada orangrang yang selalu menjunjung tinggi martabat dan nama
baiknya dan selalu mendoakan sepeninggalnya, seperti anak turunya.
Atau dipercayakan kepada orang yang telah banyak menumpahkan kasih
sayang, menafkahinya, mdidiknya, serta orang yang rela
mengorbankan harta bendanya untuk membebaskannya dari perbudakan
menjadikan dia manusia bebas yang mempunyai hak kemerdekaan penuh

dan cakap bertindak, seperti orang yang membebaskan budak dan lain
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sebagainya® Disamping itu terdapat beberapa sebab yang dapat

menghalangi seseoang mendapat warisan dari si mati padahal semestinya

yang bersangkutan berhak atas warisan tersebut. Dalbnmi hdapat

dilihat adanya beberapgbab yakni:

a. Pembunuhan

Para ulama bersepakat bahwa suatpembunuhan yang

dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya
menjadi penghalang untuk mewarisi harta warisan pgewgang
dibunuhnya. Hanya ulamaari golongan khawarij saja yang
membolehkannya. Dasar hukum terhalangnya mewarisi karena
pembunuhan adalah hadist Rasulullah SAW yang artinya sebagai
beri kut : ATidak ada hak sedi kitpun
Sedangkan i j mabd par a sahabat adal :
memutuskan untuk tidak memberikan Diyah Ibnu Qatadah kepada
saudaranyabukan kepada bapaknya yang telah dia bunuh. Sebab,
kalau diberikan kepada ayahnya tentu ia menuntut sebagian ahli
waris.

b. Perhambaan

Perbudakamenjadi penghalang untuk mewarisi berdasarkan

pada kenyataan bahwa seorang budak tidak memiliki kecakapan
untuk bertindak. Para fugaha telah sepakat menetapkan perbudakan

itu adalah suatu hal yang menjadi penghalang waewaris. Hal ini

*0tje Salman dan Mustofa Haffasukum Waris Islam(Bandung Refika Aditama,
2006), him.6
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berdasarkan adanya petunjuk dari firman Allah dalam gurédahl
ayat 75 yang artinya sebagan beri ku
dengan seorang hamba sahaya yalmiliki yang tidak dapat
ber buat terhadap sesuatupun. omaf hun
budak itu tidak cakap mengurus harta milik kebendaan dengan jalan
apa saja. Dalam soal warisewarisi terjadi di satu pihak yangnai
menerima hak milik kebendaan.
c. Berbeda agama

Perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris
merupakan salah satu penghalang kewarisan. Orang muslim tidak
mengambil pusaka dari orang kafir, begitu pula sebalikiiydal ini
didasarkan pada hadist Rasuld h S AW yang artinya
tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak
dapat mewari si harta orang | sl am. 0
menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan, maka apabila
terjadi pemurtadan (keluar dagama Islam) dalam sebuah keluarga,
misalnya anak memeluk agama lain, ia tidak berhak menerima
pusaka dari ayahnya yang muslim, karena keyakinan yang berbeda
tersebut sekalipun sebelum pembagian harta warisan dibagikan ia

(anak itu) kembali kepada agamaatsi**

40 Syekh Mahmud SyaltuklfFigih Tujuh Madzhab , terj. Abdullah Zaky-ihf, (Bandung
. Pustaka Setia, 2000), him.293

41 Al-Qardawi, FatweFatwa Kontemporerterj, Hadyuakl s am f at awi Mudadsi r e
Jilid ke-3, (Jkarta: Gema Insani press, 2002), him.850
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PelaksanaanPeralihan Hak Tanah Yasan Yang diperoleh Melalui

Pewarisan

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah
hukum adat dimana senrsendi dari hukum tersebut berasal dari masysdrak
hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional, dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa dan sosialisme
Indonesia. Dengademikian, hukum tanah adat adalah hak pemilikan dan
penguasaan sebidang tanah yang hidup dalasyanakat adat pada masa
lampau dan masa kini serta ada yang tidak mempunyai -wlkti
kepemilikan secara autentik atau tertulis, kemudian pula ada yang didasarkan
atas pengakuan dan tidak tertfis.

Tanah Yasan addiabidangbidang tanah yang diuksaiberdasarkan
bukti penguasaan secara af&elama ini masyarakat desa atau masyarakat
adat lebih mengenal bukti kepemilikan tanah berupa dokubetter C.
Dokumen Letter C tersebut awalnya hanya berfungsi sebagai catatan
kelurahan/desa untuk tanah yang ilkn masyarakat adat secara turun
temurun. Pada zaman penjajahan kolonial beldwetter C adalah buku yang

digunakan oleh petugas pemungut pajak untuk keperluan pembayaran pajak,

“?B.F. SihombingEvolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia
(Jakarta : Gunung Agung, 2004), him.67

“Wawancara dengan Ibu Ning selaku stafdntor Pertanahan Kabupaten Semarang
pada tanggal 14 Deséer 2018
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yang sekarang dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah karena tanah
yang tercatat dalam buku tersebut sudah dikuasaalenrtahun. Namun
pada tahun 1993 diterbitkan surat edaran Dirjen Pajak Nomor SE
15/PJ.6/1993 tentang larangan penerbitan girik/petuk D/keterangan objek
pajak (KP.PBB41). Mengingat pentingnya pendaftarak mdik atas tanah

adat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah secara sahdmsy=n Pasal

19 dan Pasal 23ndangUndang Pokok Agraria, maka diberikan suatu
kewajiban untuk mendaftarkan tanah adat khususnya hak milik*Adat.

Pada saat suatu hak bersarhaik yang diperoleh sebagai warisan
maupun sebab lain perlu dibagi sehingga menjadi hak individu. Untuk itu
kesepakatan antara pemegang hak bersama tersebut perlu dituangkan dalam
akta PPAT yang akan menjadi dasar bagi pendaftarannya. Dalam pembagian
tersebut tidak harus semua pemegang hak bersama memperoleh bagian.
Dalam pembagian harta waris seringkali yang menjadi pemegang hak
individu hanya sebagian dari keseluruhan penerimaan warisan, asalkan hal
tersebut disepakati oleh seluruh penerima warisangael@emegang hak
bersama.

Proses pendaftaran tanah Yasan menjadi Hak Milik secara umum

adalah sebagai berikut

“Wawancara dengan Ibu Sri Maryatun selaku Sekertaris Dé&mntbr Kelurahan
Bergaslor pada tanggal 5 Januari 2019
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Mengajukan Permohonan Pengukuran Dan Pemetaan Bidang

Tanah serta Pembuatan Peta Bidang Tanah

a. Pemohon atau kuasanya mengajukan pendaftaramaag bidang
tanah ke kantor Pertanahan setempat tanah berada.

b. Pendaftaran diterima oleh Loket Pelayanan, pemohon/kuasanya
membayar PNBP (Pemasukan Negara Bukan Pajak), dan jadwal
pengukuran bidang tanah.

c. Petugas pengukuran BPBgdan Pertanahan Naionahmelakukan
pengukuran untuk penetapan bdbasas tanah yang dimohon
pendaftaran pengukuran, sebagai dasar pembuatan Bidang Tanah.

Mengajukan Permohonan Pendaftaran Pengakuan Hak/Penegasan

Hak (Konversi)

a. Pemohon atau kuasanya mengajukan pendaftaPangakan
Hak/Penegasan Hak (Konversi) atdgdang tanah yang akan
dimohonkan menjadi Hak Milik ke kantor Pertanahan setempat
tanah berada, dengan sydratyarat sebagai berikut :

1) Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani
pemohon atau kuasa di atagterai cukup

2) Surat Kuasa apabila dikuasai

3) Foto copy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila
dikuasai, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas
loket

4) Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat :
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a) Pethuk/foto copy Buku C Desa/Kpan Letter C Desa
b) Akta jual beli/hibah
c) Surat KematianSurat keterangan waris/pembagian waris
d) Surat pernyataan dibawah tangan
5) Asli / foto SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokan
dengan aslinya oleh petugas loket
6) Melampirkan bukti SSB (BPHTB) sesuatentuan
7) Melampirkan bukti SPP/PPh sesuai ketentuan
b. Membayar biaya pendaftaran secara sporadik, biaya tidak termasuk
pembuatan alat bukti, seperti Akta PPAT, keterangan wdikis
3. Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis Bidang Tanah
Pengumpulan dan pelitian data yuridis terhadap dokumen alat
bukti oleh Panitia A, yang hasil penelitiannya diserahkan ke Kepala Seksi
Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, untuk di lanjutkan dengan
pengumuman
Tugas Panitia A
a. Meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilesg alat bukti
tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap
b. Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat
bukti yang diajukan oleh pemohon
c. Mencatat sanggahan/keberatdan hasil penyelesainnya
d. Membuat kesimpulan mengenai data yurithslang tanah yang

dimaksud
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Mengisi daftar isian 201

Susunan Panitia A

a.

f.

Kepala seksi atau staf senior seksi-hak atas tanah, sebagai ketua
merangkap anggota

Kepala seksi atau staf senoir seksi pengukuran dan pendaftaran
tanah, sebagai wakil ketua megap anggota

Kepala seksi atau staf senior seksi pengaturan penguasaan tanah,
sebagai anggota

Kepala seksi atau staf senior seksi penatagunaan tanah, sebagai
anggota

Kepala seksi atau staf senior seksi pengurusan hak2 atas tanah,
sebagai anggota

Kepala dsa/Lurah

Kewenangan Panitia A

a.

d.

Mencari keterangan tambahan dari masyarakat sekitar bidang tanah
tersebut untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai
pemilikan tanah

Meminta keterangan tambahan untuk mengetahui riwayat
kepemilikan

Melihat keadaan tah dilokasi untuk mengetahui secara fisik
penguasaan atas tanah maupun penggunaannya

Pengumuman data fisik dan data yuridis selama 60 Hari
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Bila Tidak ada permasalahan dalam hal penguasaan baik sebelum
maupun setelah pengumuman, dilanjutkan  Pengesahail Has
Pengumuman, disahkan dalam suawrith acara sebagai dasar
untuk
a) Pembukuan Hak Atas Tanah dalam buku tanah
b) Pengakuan Hak Atas Tanah
c) Pemberian Hak Atas Tanah
Pembukuan Hak

Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat
ukur merupakan buktibahwa hak yang bersangkutan beserta
pemegang haknya dan bidang tanah yang diuraikan dalam surat ukur
secara hukum telah terdaftar
Penerbitan sertipikat

Jika telah didaftardan memenuhi syarat untuk diberikan
tanda bukti sesuai ketentuan PP 24/198ifandch tanganioleh
Kepala kantor jika berhalangan atau untuk massal maka dilimpahkan
pada Ka Seksi Pengukuran dan pendaftaran tanah
Penyerahan sertifikat, dilengkapi dengan copy KTP pemohon atau

kuasanya.
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KANTOR PERTANAITAN
PEMOHON LOKET KANTOR WILAYAT BPN RI
- —— — - ~ PROSHS PELAYANAN
LOKET PELAYANAN | LOKET PEMBAYARAN
e » O0—
Penerimaan dan Penerimaan P ; )
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“ Peraohon aharikadn a Thnali (Pemohon Harus Hadir),
S |l’rn\(-.\ Kanwil
Proses Kantah
{Pembayaran TP}
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Pembayaran Pendaftara " i Penerbitan Surat Penerbitan Surat Penerbitan Surat
e 2 B T —q' i3 | Keputusan Kantah i Keputusun Kanwil | Keputusan BN T
N B [ [ |
|
] o | Pembukuan Hak dan
1 @ | Penerbitan Sertifikat
I
|
v
Pembayaran BPHTT
e o
“

Gambar 3.1Bagan Prosedur Pendaftaran Hak Aais Tanah

Sedangkan proses pewarisan dari orang tua yang belum
sempat mensertifikatkan menjadi hak milik pada dasarnya sama
dengan prosependaftaran tanah Yasan menjadi Hak Milik yang
telah diuraikan di atas, dan untuk persyaratannya pewarisan dari
orang tua pada dasarnya sama, hanya memakai surat keterangan
warisan saja apabila diatas namakan semua ahli waris, apabila diatas
namakan salah satu ahli waris maka dilengkapi dengan akta
pembagian hak bersamp@akpihak yang harus datang dan

menandatangantaah semua ahli warf§.

4S\Waancara dengan Ibu Wahyu Rujiati selaku Notariaditor Notaris dan PPAT
Wahyu Rujiati, SH., Mkn pada tanggal 10 Januari 2019
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Selanjutnya setelah ahli waris mendaftarkan peralihan hak milik
atas tanahnya ke kantor Pertanahan, maka akan dikeluarkan
pengumuman di kantor Pertanahan dan kantor Kepala Desa/ Kelurahan
dimana letak tanajlang bersangkutan beradertifikat akan diterbitkan
sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku
tanah.

Peralihan hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 @yat
UUPA vyaitu hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
Pengertian tentangk at a Aberali ho adal ah suatu
dikarenakan pemilik hak telah meninggal dunia maka haknya dengan
sendiri menjadi beralih kepada ahli warisng&lain dapat diwarisi oleh
ahli warisnya, hak milik juga dapat dialihkan (dalam arti dipindahkan)
kepada pihak lain, misalnya melalui jtzli, tukarmenukar, hibah,
hibah wasat, pemasukan dalam perusahaan.

Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi karena perbuatan
hukum dan peristiwa hukum. Peralihan haklik atas tanah karena
perbuatan hukumapat terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah
dengan sengaja mengalihkan hak yang dipegangnya kepada pihak lain.
Sedangkan peralihan hak milik atas tanah karena peristiwa hukum,
terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah meninggal dunia, maka
denga sendirinya atau tanpa adanya suatu perbuatan hukum disengaja

dari pemegang hak, hak milik beralih kepada ahli waris pemegang hak.
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Pewarisan hak milik atas tanah tetdyarus berladaskan pada
ketentum UndangUndang Pokok Agraria dan  Peraturan
pelaksanaanya. Penerima peralihan hak milik atas tanah atau pemegang
hak milik atas tanah yang baru haruslah berkewarganegaraan Indonesia
seslai dengan ketentuanafal 9 UndangJndang Pokok Agraria dan
Pasal 21 ayat (1) UUPA bahawa warga Negara Indonesia tungaal sa
yang dapat mempunyai hak milik, dengan tidak membedakan
kesempatan antara lakilaki dan wanita yang mempunyai kesempatan
yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat
manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun kelugegan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1@BjéJaskanbahwa Pasal
42 Ayat (3 : Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar,
wajib diserahkan juga dokumelokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (1) huruf b.

Pasal 39 ayat (1) huruf: IMengenai bidang tanah yang belum
terdaftr, kepadanya tidak disampaikan

1. surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan
bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut
seb@aimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan

2. surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang
bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau

untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan



55

Kantor Peftanahan, dari peegang hak yang bersangkutan

dengan dikutkan oleh Kepala Desa/Kelurahan

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 T&l989Y
Pasal 13entang Pendaftaran Tandntuk Pertama Kali :

1. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui
pendaftaan tamh secara sistematik dan perdedn tanah secara
sporadik.

2. Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu
rencana kerja dan dilaksanakan di wilayglayah yang
ditetapkan oleh Menteri.

3. Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkbagse wilayah
pendaftaran tanah secara sistematik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah
secara sporadik.

2. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan
pihak yang berkepentingan.

B. Hambatan-Hambatan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Yasan Yang
Diperoleh Melalui Pewarisan di Kabupaten Semarang

Dalam proses peralihan hak atas tanah yasan yang diperoleh melalui

pewarisan memiliki beberapa hbatan yaitu

Hambatan yang pertanfroses pefdan menadi lebih lama karena

adaahli warisyangtidak di ketahui keberadaannya. Karena hal tersebut maka

harus mengajukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang
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terlebih dahuluDengan tidak diketahuinya identitas dari salah satu pemegang
hak ataganah yasan tersebut, maka nama pemegang hak yang tidak diketahui
identitasnya tidak dapat dituliskan dengan lengkap dan jelas identitasnya pada
penetapan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Setelah diproses
peralihan hakatas tanah yasakarena pewrisan di Kantor Pertanahan
Kabupaten Semarang, tidak dicantumkan identitas secara lengkap baik hama
dan alamat pada sertipikat dan buku tanahBerbeda dengarproses
pewarisanyang semua ahli warisnya diketahui. Dalam hal ini proses
peralihan hak atasamah yasan karena pewarisan di Kantor Pertanahan
menjadi lebih cepat karena pemohon menggunakan Surat Keterangan Waris
yang dibuat oleh pemegang hak dan ahli waesgan disaksikan oleh Lurah

dan dikuatkan oleh Camat setempat.

Hambatan yang ke dua yaiadanya presepsi di masyarakat bahwa
proses pendaftaran peralihan tanah warisan itu akan memakan biaya yang
besar. Mereka beranggapan bahwa mendaftarkan kembali tanah warisan
tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok, dan masih banyak keperluan
lainnya, meeka beranggapan bahwa tanah tersebut tidak akan jatuh ke tangan
orang lain, karena sertifikatnya tetap atas nama Bapak/lbu mereka.
Masyarakajuga enggan membayar BPHTBea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunandan kewajiban lainnya sehubungan dengarmaiaran tanah
warisan, karena di anggap terlalu mahal.

Hambatan yang ke tiga yaitbanyak yang tidak mengetahui bahwa

tanah tersebut harus didaftarkan lagi dan juga tidak mengetahui manfaat
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pendaftaran tanah. Terkait peralihan hak atas tanah karena ssewgang

tidak didaftarkan pada kantor pertanahan diatas maka akibat hukum yang
timbul adalah secara materiil hak dan kewajiban pewaris langsung beralih
pada para ahli waris tersebut, tetapi para ahli waris tersebut tidak dapat
melakukan perbuatan hukumapat dikatakan bahwa para ahli waris tersebut
tidak mendapatkan kepastian hukum apabila peralihan hak atas tanah karena

pewarisan tersebut tidak didaftarkan pada kantor pertanahan.

Penyelesaian Terhadap Hambatan €&alihan Hak Atas Tanah Yasan
Yang Diperoleh Melalui Pewarisan Di Kabupaten Semarang

Terkait dengan adanya hambatan dalam peralihan Hak Atas Tanah
Yasan yang diperoleh melalui pewarisan di Kabupaten Semarang, ada
beberapa solusi terhadapat hambditambatan tersebut.

Penyelesaian terhadap hambatgmng pertama yaitu dalam
pelaksanaan proses pewarisan ada salah satu ahli waris yang tidak diketahui
keberadaannya. Dengan hambatan tersebut dimohonkan penetapan dari
Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, agar dapat dilakukan proses
pewarisan. Dalam prosgmeralihan hak atas tanah yasan karena pewarisan
menjadi lebih lama waktunya karena harus dengan mengajukan penetapan
dari Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang terlebih dahulu, dengan tidak
diketahuinya identitas dari salah satu pemegang hak atas taseltutemaka
nama yang bersangkutan tidak dapat|dikan dengan lengkap dan jelas
identitasnya pada Penetapan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

Setelah diproses peralihan hak karena pewarisan di Kantor Pertanahan
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Kabupaten Semarang, tidak dicankan identitas secara lengkap baik nama
dan alamat pada gpikat dan buku tanahnya.

Hambatan yang ke dua Jadi jelaslah sebenarnya bahwa tujuan
pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan
hukum terhadap hak atas tanah. Pendaftaarafi adalah tugas dan beban
pemerintah akan tetapi untuk mensukseskannya/keberhasilannya sangat
tergantung pada partisipasi aktif/peranan masyarakat terutama pemegang hak.
Sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh PP. No. 10 tahun 1961 adalah
Sistem Negati Sistem ini disempurnakan atau dikembangkan oleh PP. No.
24 Tahun 1997 adalah asas negatif mengandung unsur positif, menghasilkan
surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat
Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan diwajibtalam rangka
memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban
tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu
menunjukkan keadaan yang mutakhir. Sehubungan dengan pemberian
kepastian hukum mengenai ha# atas tanah, baik mengenai subjek
maupun objeknya, maka pemerintah mengharuskan dilakukan pengumuman
mengenai hakhak atas tanah, yang meliputi:

1. Pengumuman mengenai subjek yang menjaanggang hak yang
dikenal dengarasas publisitas dengan maksudramasyarakat luas
dapat mengetahui tentang subjek dan objek atas satu bidang tanah.
Adapun implementasi dari asas publisitas ini adalah dengan

mengadakan pendaftaran tanah.



59

2. Penetapan mengenai letak, bdtatas, dan luas bidaiigidang tanah

yang dpunyai seseorang atas sesuatu hak atas tanah, dikenal sebagai

asas spesialitas daan implementasinya adalah dengan mengadakan

Kadaster. Dengan demikian, maka seseorang yang hendak membeli

suatu hak atas tanah tidak perlu melakukan penyelidikan sendiri,

karena keterangan megenai subyek dan objek atas subidang tanah

dapat diperoleh dengan mudah pada instansi pemerintah yang

ditugaskan menyelenggarakan Pendaftaran Tanah.

Dengan kata lain bahwa dengan terdaftarnya hak kepemilikan atas
tanah seseorang wargaasyarakat maupun badan hukum oleh negara dan
dengan diterbitkan tanda bukti kepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah,
negara akan memberikan jaman keamanan terhadap kepemilikanah serta
agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Sebaliknya terhadaptanah
yang tidak didaftarkan maka negara tidak menjamin kepastian hukum dan

haknya bagi pemilik atau yang menguasainya.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. PelaksanaanPeralihan Hak Tanah Yasan Yang Diperoleh Melalui
Pewarisarperlu di tuangkamlalam akta PPAT yang akan menjaadi dasar
bagi pendaftarannya. Dibuktikan dengan surat keterangan wasiat dan di
lengkapi dengan akta pembagian hak bersama. Pelaksanaan pendaftaran
hak atas tanah yasan karena pewarisan dilaksanakan di Kantor
Pertanahan Kalpaten Semarang.

2. Hambatan yang terjadi dalarPeralihan Hak Tanah Yasan Yang
Diperoleh Melalui Pewarisagang pertamayaitu presepsi masyarakat
yang merasa enggan untuk mendaftarkan tanahnya karena biaya yang
menurut mereka cukup memberatkhambatan yangek duaterkadang
ada ahli waris yang keberadaantigak diketahui.

3. Solusi dalam hambatgertamaadalahPemerintah diharapkan lebih aktif
memberikan penyuluhan dan pengarahan dalam rangka menyadarkan
masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya menjadnitidkuntuk
segera di daftarkan, hal ini untuk menghilangkan anggapan bahwa
prosedur yang berbelitelit, serta biaya yang memberatk&olusi untuk
hambatan ke dua adalah dimohonkan penetapan dari Pengadilan Negeri

Kabupaten Semarang, agar dapat dilakykases pewarisan.
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B. Saran

Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan diwajibkan dalam rangka
memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban
tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu
merunjukkankeadaan yang mutakhir.

Dalam sistem Kepemerintahan, Pemerintah melalui aparatnya yang
terkait diharapkan lebih aktif memberikan penyuluhan dan pengarahan dalam
rangka menyadarkan masyarakahg belum mendaftarkan tanahnya menjadi
hak millik untuk segerali daftarkanal ini untuk menghilangkan anggapan

bahwa preedur yang berbelhelit, serta biya yang memberatkan
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